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ABSTRAK 

Program BLT dirancang sebagai pengganti kenaikan biaya hidup ketika 

terjadi kenaikan harga BBM oleh karena itu, besaran BLT dihitung sebagai 

kenaikan biaya hidup penduduk miskin disebabkan kenaikan harga (inflasi) yang 

diakibatkan langsung maupun tidak langsung oleh kenaikan harga BBM. Gampong 

Neuheun saat ini memiliki jumlah penduduk terpadat pertama di Aceh Besar. 

Mengingat hal ini, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa dimana 

jumlah data miskin di Gampong Neuheun melebihi kapasitas sehingga banyak 

timbul simpang siur mengenai pembagian BLT ini sendiri. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana Strategi Pemerintah Gampong dalam Pengelolaan 

Alokasi Dana Bantuan Langsung Tunai. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Teori 

yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Eddy Yunus (2016) yang 

memiliki 3 kompenen indikator strategi yaitu formulasi, implimentasi, evaluasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi Pemerintah Gampong dalam 

Pengelolaan Alokasi Dana Bantuan Langsung Tunai berjalan sesuai dengan 

indikator-indikator yang telah ditetapkan dan mencapai hasil yang baik. Hal ini 

dilandasi 3 indikator strategi Pemerintah Desa atau Gampong yaitu formulasi, 

implimentasi, evaluasi. 

Kata Kunci: Strategi Pemerintah Gampong, Bantuan Langsung Tunai (BLT), 

Gampong Neuheun  
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Kemiskinan merupakan sebuah permasalah yang sudah tergolong kronis, 

yang banyak di jumpai pada negara berkembang dan tidak berkembang, negara juga 

telah kerap membuat strategi dalam melakukan pengentasan kemiskinan baik dari 

bantuan tunai langsung ataupun program-program yang mendukung adanya 

peningkatan sumber daya manusia menjadi lebih baik dan efektif. 

Kemiskinan telah hadir dalam realitas kehidupan manusia dengan bentuk dan 

kondisi yang sangat memprihatinkan, karena kemiskinan memang tidak bisa 

dihilangkan begitu saja. Kemiskinan adalah masalah sosial yang masih belum 

terselesaikan di Negara Berkembang khususnya Indonesia. Dengan adanya 

permasalahan terhadap Negara berkembang terutama kemiskinan, maka 

pemerintah membuat kebijakan-kebijakan atau program untuk memberantas 

masalah tersebut. 

Kehadiran dan campur tangan pemerintah merupakan sesuatu hal yang 

menjadi proses penting dalam kehidupan masyarakat yang kurang mampu. Sejarah 

telah membuktikan bahwa masyarakat, sekecil apapun kelompoknya, bahkan 

sebagai individu sekalipun membutuhkan pelayanan pemerintah. Oleh karena itu, 

kehidupan sehari-hari erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintah di 

dalamnya. 

Pemerintahan desa juga berfungsi untuk mensejahterakan masyarakatnya 

sendiri terutama pada saat menjalankan program-program yang disalurkan 

pemerintah kabupaten setempat dengan cara menyalurkan bantuan yang seadil-
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adilnya dan merata sehingga lahirnya kesejahteraan dalam golongan masyarakat 

yang terutama pada golongan miskin dan kurang mampu. Pemerintah juga 

mempunyai kewajiban dalam mengayomi dan menampung keluhan-keluhan 

sehingga menghasilkan solusi untuk masyarakat tetap sejahtera. 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa 

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan 
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masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain, 

dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.  

Dalam Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara eksplisit 

memberikan tugas pada pemerintah desa yaitu penyelenggara pemerintah, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 

masyarakat yang berdasarkan pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, dan Bhineka Tunggal Ika. Dengan tujuan dasar untuk 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, 

dan keadilan sosial.1 

Dalam Qanun Aceh No.10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Gampong 

diartikan sebagai kesatuan masyarakat yang terendah dan berhak menyelenggarakan 

rumah tangganya sendiri, berkaitan dengan pembinaan, pengembangan dan 

penyelenggaraan kehidupan beradat di Provinsi Aceh. Wilayah yang ditempati 

sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang terendah (di bawah 

kemukiman) dalam sistem administratif hukum adat di Aceh. Gampong memiliki 

batas-batas, perangkat, symbol adat, hak-hak pemakaian/penguasaan sarana 

prasarana, sumber pendapatan, serta tatanan sosial lokal tertentu. Pemimpin 

gampong di sebut “Keuchiek”, sedangkan wakilnya adalah “Imuem Meunasah”. 

 
1 Sugiman. Pemerintah Desa. (Binamulia Hukum, Vol.7 No.1 Juli 2018) 
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Pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata 

“kelola” yang artinya mengurus, melakukan dan menyelenggarakan. Selanjutnya 

pengertian pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola, proses 

melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan orang lain, proses yang 

membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, proses yang 

memberikan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan 

pencapaian tujuan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan 

itu adalah mengurus dan menyelenggarakan dengan pengarahan segenap 

kemampuan dan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efesien sehingga 

tercapai hasil yang optimal. 

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah program dari pemerintah akibat 

dicabutnya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan dialihkan kepada rakyat 

miskin agar kemiskinan di Indonesia berkurang, dengan adanya BLT ini diharapkan 

kemakmuran penduduk semakin merata. Demi menanggulangi efek kenaikan harga 

bagi kelompok masyarakat miskin, pemerintah memperkenalkan program BLT 

kepada masyarakat untuk pertama kalinya pada tahun 2005. BLT Desa merupakan 

salah satu pogram dari Perlindungan Sosial yang merupakan bagian dari Pemulihan 

Ekonomi Nasional (PEN). BLT ini diatur dalam Peraturan Menteri Desa 

(Permendesa) PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana 

Desa Tahun 2020. Permendesa ini merupakan turunan dari Permendesa PDTT 

Nomor 11 tahun 2019. 

Pengelolaan dana BLT dapat juga disebut manajemen dana BLT yaitu 

pengurusan dan penyelenggaraan dana BLT dengan pengerahan segenap 
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kemampuan dan sumber saya yang tersedia secara efektif dan efisien yang dimulai 

dari proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan sehingga tercapai hasil 

yang optimal. BLT dapat diberikan dalam bentuk sosial, asuransi, keringanan pajak, 

dan transfer non-publik. BLT terutama yang berasal dari program-program 

pemerintah, memiliki berbagai macam tujuan, dimana BLT merupakan jenis utama 

dari jaring pengaman sosial. 

Untuk menyosialisasikan dan meningkat realisasi program ini, pada tahun 

2021, BLT Desa kembali diberikan kepada seluruh masyarakat desa dengan 

ditetapkan sebagai program prioritas penggunaan Dana desa TA 2021. Ini 

merupakan wujud kerja keras Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) 

untuk memulihkan ekonomi di Desa.  

Pada BAB II Pasal 5 menjelaskan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa 

diarahkan untuk program dan/kegiatan percepatan SDGS Desa Meliputi, 

Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, Proram prioritas nasonal 

sesuai kewenangan Desa, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam 

sesuai kewenangan desa 

Adanya BLT Desa ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat saat 

ini yang mulai menurun, khususnya masayarakat yang ada di pedesaan. Dengan 

adanya daya beli masyarakat yang meningkat, sedikit banyak bisa membantu 

memulihkan perekonomian masyarakat yang ada di desa. Jika perputaran ekonomi 

di lapisan masyakarat terendah dapat bergerak, maka pada akhirnya dapat 

menguatakan perekonomian ditingkat nasional. Kebijakan relaksasi penyaluran 

dana desa termasuk BLT Desa dilakukan agar dana tersebut secepatnya bisa sampai 
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kepada masyarakat yang membutuhkan dan segera digunakan untuk dapat 

menutupi kebutuhan keperluan hidup sehari-hari.  

Tabel Data Penduduk  Terbanyak sampai terendah se Kab. Aceh Besar 

Tahun 2021 

NO Kecamatan Gampong Jumlah 

Penduduk 

1 Mesjid Raya Neuheun 8.987 Jiwa 

2 Darul Imarah Lam Bheu 404 Jiwa 

3 Indrapuri Indrapuri 182 Jiwa 

 

Berdasarkan data tebel di atas menjelaskan bahwasanya jumlah penduduk 

Gampong tertinggi di Kab. Aceh Besar yaitu Gampong Neuheun yang terlatak di 

Kecamatan Mesjid Raya dengan jumlah penduduk mencapai 8.987 jiwa, untuk 

yang terendah jumlah penduduk gampong di Kab, Aceh Besar merupakan gampong 

Indrapuri yang mencapai kisaran 182 jiwa, dengan ini dapat disimpulkan jumlah 

penduduk kurang mampu atau miskin dapat dinyatakan gampong Neuheun 

dikarenakan mempunyai jumlah tertinggi. 

Pada Tahun 2020, realisasi BLT Desa Sebesar Rp 23,74 Triliun dan 

disalurkan kepada kurang lebih 8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan 

besaran Rp. 600.000,- perbulan nya selama 3 bulan pertama, mulai bulan april 2020, 

kemudian enam bulan selanjutnya diberikan Rp. 300.000 perbulannya kepada 

Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Berdasarkan hasil evaluasi BLT Desa 2020, 

penerima BLT Desa berdasarkan profesi adalah petani, buruh dan juga guru. 

Adapun KPM paling sedikit memenuhi kriteria keluarga miskin yang tidak mampu 



7 
 

  

yang berdomisili di desa bersangkutan dan tidak termasuk penerima PKH, kartu 

sembako, Kartu Prakerja, bansos tunai dan program bansos pemerintah lain.2 

Sebuah jalan keluar bagi masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin, 

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (MENKO KESRA) 

menyatakan bahwa kenaikan harga BBM ini dapat menimbulkan ancaman yang 

serius bagi masyarakarat miskin, oleh karena itulah pemerintah menyiapkan empat 

kompensasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) yaitu Raskin, Program Keluarga 

Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Bantuan Langsung Sementara 

(BLSM) ini dulu nya disebut dengan BLT. Agar program BLT ini dapat berjalan 

dengan lancar maka presiden mengeluarkan Instruksi Presiden (INPRES) No 12 

tahun 2005, pada tanggal 10 september 2005 tentang pelaksanaan bantuan langsung 

kepada rumah tangga miskin. Demikian pula pada tahun 2008 presiden kembali 

mengeluarkan INPRES No 3 tahun 2008 tentang pelaksanaan Bantuan Langsung 

Tunai untuk rumah tangga sasaran, disini rumah tangga sasaran menurut intruksi 

presiden adalah rumah tangga yang masuk kedalam kategori sangat miskin, miskin 

dan hampir miskin.  

Gampong Neuheun salah satu dari beberapa gampong yang berada di 

kemukiman Lamnga, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi 

Aceh. Gampong Neuheun meliputi pemukiman penduduk, area perkebunan kelapa 

dan tambak yang strategis, dan mudah dijangkau. Gampong ini juga desa yang 

terkena imbas dari bencana alam Tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 yang 

 
2 Kementrian Keuangan. Pemerintah Optimalkan BLT Desa Untuk Pemulihan Ekonomi di 

Desahttps://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-pemerintah-optimalkan-blt-

desa-untuk-pemulihan-ekonomi-di-desa/ 

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-pemerintah-optimalkan-blt-desa-untuk-pemulihan-ekonomi-di-desa/
https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-pemerintah-optimalkan-blt-desa-untuk-pemulihan-ekonomi-di-desa/
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meruntuhkan sebagian rumah penduduk Gampong Neuheun. Gampong Neuheun 

saat ini memiliki jumlah penduduk terpadat pertama di Aceh Besar. Mengingat hal 

ini, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa dimana jumlah data miskin 

di Gampong Neuheun melebihi kapasitas sehingga banyak timbul simpang siur 

dalam menjalankan dan pembagian BLT ini sendiri. 

Berdasarkan paparan diatas menjadi pertimbangan atau alasan peneliti untuk 

meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai “Strategi Pemerintah Gampong Dalam 

Pengelolaan Alokasi Dana Bantuan Langsung Tunai (studi kasus Gampong 

Neuheun, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar).” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasi beberapa 

masalah yang dijadikan sebagai bahan penelitian selanjutnya, yaitu: 

1. Gampong Neuheun menjadi salah satu desa dengan jumlah penduduk 

terbanyak di Aceh Besar, sehingga Pengolakasian Dana BLT di Gampong 

Neuheun  memiliki tantangan unik.  

2. Dalam pelaksanaanya dilapangan, penelitian akan melihat bagaimana 

Sinergitas dengan berbagai stakeholder seperti Pemerintah Gampong, 

masyarakat Gampong, terus dilaksanakan sebagai upaya untuk mencapai 

tujuan kesejahteraan bersama. 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Strategi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di 

Gampong Neuheun kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar? 
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2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat bagi Pemerintah Gampong 

dalam Pengelolaan Alokasi Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT)? 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Unutk menganalisa Strategi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di 

Gampong Neuheun. 

2. Unutk mengindentifikasi faktor pendukung dan penghambat Pemerintah 

Gampong dalam Pengelolaan Alokasi Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT). 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini akan memberikan bukti empiris memperkaya khasanah tetntang 

pengelolaan keuangn oleh pemerintah Desa. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini akan memberikan referensi tentang strategi dan pelayanan 

pembelajaran dalam pengelolaan keuangan publik dari pemerintah Desa. 

1.6 Penjelasan Istilah 

Terkait adanya beberapa istilah-istilah dalam judul skripsi maka dari itu 

peneliti ingin menjelaskan definisi tersebut untuk memudahkan pembaca dalam 

memahami. 

1. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan 

gagasan, perencanaan, dan eksekusi, sebuah aktivitas dalam kurun waktu 

tertentu. Dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki 
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tema mengidentifikasi factor pendukungnya sesuai dengan prinsip-prinsip 

pelaksanaan gagasan secara rasional, efisiensi dalam pendanaan dan memiliki 

taktik atau cara untuk mencapai tujuan secara efektif. 

2. Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

Dana Desa adalah bantuan dari pemerintah yang berupa bantuan keuangan 

yang berasal dari Dana Desa (DD) untuk keluarga miskin. BLT Desa 

diperuntukkan bagi keluarga miskin dengan pemberian uang tunai yang 

diperoleh dari dana desa untuk mengurangi dampak ekonom
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti 

melakukan beberapa telaah kepustakaan dan pencarian di perpustakaan dan 

internet. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, namun terdapat 

beberapa perbedaan dengan penelitian ini, diantaranya: 

Pertama penelitian oleh Nanang Suparman, Penelitian ini tentang.’’ 

Efektifitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi Masyarakat 

miskin terdampak Covid 19. Penelitian ini dilatar belakangi dampak pandemi 

covid 19 pada turun naik nya perekonomian pada masyarakat Desa Haruman 

Kecamatan Leles Kabupaten Garut dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penyaluran BLT 

Dana Desa. Pengumpulan data menggunakan metode deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif dan pengumpumpulan data dilakukan melalui observasi, 

wawancara,dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa 

efektifitas penyaluran BLT dana desa di Desa Haruman belum dapat dikatakan 

efektif, terbukti dari tidak tepatnya waktu penyaluran BLT dana desa kepada 

masyarakat, kurangnya transparansi Pemerintah Desa, serta kurang tepatnya 

sasaran penerima BLT Dana Desa.3 

 

 
3 Nanang Suparman “Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi masyarkat 

miskin terdampak covid-19” (Jurnal ilmu sosial) UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2021 
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Penelitian kedua ditulis Fitri Yul Dewi Marta tentang “Implementasi 

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Era Pandemi Covid-19 di 

Kabupaten Sigi 2020” Penelitian ini bertujuan untuk menegetahui implementasi 

bagaimana pengelolaan  BLT-dana Desa, dan proses keberhasilan pelaksanaannya. 

untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan penelitian kualitatif 

menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induksi. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwasannya hasil pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa 

di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah pada masa pandemic covid-19 belum 

terlaksana dengan baik. Dalam pelakasanaan terdapat berbagai faktor yang 

mempengaruhi antara lain tumpang tindih nya data penerima manfaat BLT dan 

calon penerima manfaat yang belum memiliki NIK.4 

Penelitian ketiga diteliti oleh Musfi Yendra, tentang “Dampak Bantuan 

Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Covid-19 Terhadap Perekonomian 

Masyarakat”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kendala-kendala apa saja yang 

terjadi dalam penyaluran BLT-Dana Desa dan juga unutk mengetahui dampak BLT 

dana Desa terhadap Masyarakat Nagari Sungai Tunu pada masa Covid-19. Metode 

Penelitian ini untuk mendapat hasil penelitian menggunakan penelitian deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data 

primer yang diperoleh langsung dari observasi dan wawancara. Adapun hasil 

penelitian ini menunjukkan BLT Dana Desa pada tahap pertama yang disalurkan 

pada tahun 2020 sangat lah berdampak pada perekonomian masyarakat Nagari 

 
4 Fitri Yul Dewi Marta “Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Era 

Pandemi Covid-19 Kabupaten Sigi 2020” IPDN Kampus Sumatra Barat 2021 
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Sungai Tunu,dikarenakan sangat membantu kebutuhan hidup masyrakat Nagari 

Sungai Tunu selama pandemi.5 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Teori Kebijakan Publik 

Thomas R.Dye mengemukakan bahwasanya apapun yang menjadi pilihan 

pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan . hal ini juga bermakna 

tindakan pemerintah yang baik secara implisit maupun eksplisit adalah kebijakan, 

interprestasi tersebut yang punya makna bahwa kebijakan dilaksanakan badan/ 

instasi pemerintah, dan juga mengandung alternatif pilihan untuk melakukan atau 

tidak terlaksanakan.6 

2.2.2 Teori Implementasi Kebijakan Publik 

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, yang mengemukakan 

bahwa implementasi kebijakan yaitu sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan 

oleh pejabat-pejabat yang diarahkan kepada pencapaian tujuan yang telah disusun 

sebelumnya. “Implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses kegiatan 

yang dinamis yang pada akhirnya dapat mencapai tujuan atau sasaran yang telah 

ditetapkan.7 

2.2.3 Kebijakan Publik 

Menurut Ealau dan Pewit “kebijakan sebagai sebuah ketetapan yang berlaku, 

dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuat 

 
5 Musfi Yendra “ Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Covid-19 Terhadap 

Perekonomian Masyarakat” (Jurnal) Universitas Ekasakti 2021. 
6 Thomas R. Dye dalam Buku, Dr. Agus Subianto, M.Si. “ Kebijakan Publik”, CopyRight, 2020. 

Hlm. 3 
7 Ibid hlm. 4 
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maupun yang melaksanakan kebijakan tersebut”. Titmuss mendefinisikan 

“kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada 

tujuan tertentu”. Sedangkan menurut Edi Suharto “kebijakan adalah suatu ketetapan 

yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara 

terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu”. Penyebab timbulnya 

penetapan kebijakan yang seharusnya karena kebijakan berorientasi pada pelayanan 

publik yang sesuai dengan makna Negara demokrasi, dimana Negara demokrasi 

yaitu Negara yang sukses dan cerdas dalam meletakkan pondasi pelayanan publik 

dengan nilai-nilai demokrasi yang memuaskan kebutuhan semua golongan dari 

warga Negara. 

Dalam konteks demokrasi  masyarakat dapat memperoleh pelayanan publik 

dengan standar perilaku, etika, dan integritas yang profesional, setiap instansi harus 

bisa memberikan kualitas pelayanan publik yang baik untuk masyarakat. Namun 

fakta yang terjadi, kebijakan juga timbul akibat kepentingan beberapa kalangan saja 

atau kepentingan para elit-elit politik. Seperti yang kita ketahui bersama, salah satu 

fungsi politik yaitu untuk membuat kebijakan, dimana kebijakan dibuat karena 

adanya masalah sosial maupun karena adanya pergantian kekuasaan yang 

mengakibatkan kebijakan bisa jadi berubah-ubah, dalam hal ini kebijakan sangatlah 

kontraproduktif terhadap nilai-nilai demokrasi.  

 Di dalam kebijakan publik terdapat konsep kebijakannya, konsep kebijakan 

publik merupakan suatu proses yang mengandung berbagai pola aktivitas tertentu 

dan merupakan seperangkat keputusan yang bersangkutan dengan tindakan untuk 

mencapai tujuan dalam beberapa cara yang khusus. Dengan demikian, maka konsep 
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kebijakan publik berhubungan dengan tujuan dengan pola aktivitas pemerintahan 

mengenai sejumlah masalah serta mengandung tujuan, konsep kebijakan publik 

sebagaimana uraian di bawah ini.8 

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan 

Perbedaan antara keputusan dan kebijakan, dalam arti bahwa keputusan 

mungkin hanya ditetapkan oleh dan melibatkan satu organisasi atau satu 

aktor/pelaku, tetapi kebijakan biasanya melibatkan berbagai macam aktor dan 

organisasi yang masing-masing harus bekerja sama dalam suatu hubungan 

yang kompleks. Kebijakan dan keputusan dapat dilihat dari tiga aspek sebagai 

berikut: 

a. Kebijakan itu ruang lingkupnya jauh lebih besar dibandingkan keputusan. 

b. Meskipun dalam keputusan tunggal mungkin terdapat juga langkah-

langkah tertentu yang rumit bahkan kritis, utamanya pada saat-saat 

penentuan pilihan terbaik diantara berbagai macam pilihan yang tersedia. 

c. Konsep keputusan sering dikaitkan dengan apa yang disebut pembuat 

keputusan (decision maker). 

2. Kebijakan sebenarnya tidak secara serta merta dapat dibedakan dari 

administrasi alasannya yang sering dikemukan bahwa para administrator 

seharusnya hanya bertindak selaku penasehat penasehat mentri mengenai 

berbagai masalah kebijakan yang rumit dan kritis, termasuk masalah 

mengenai penentuan tujuan dan prioritas-prioritas, menentukan 

 
8 Konsep Kebijakan Publik, diakses di http://thepublicadministration.blogspot.com/2012/04/ 

konsep-kebijakan-publik.html, diakses pada 8 Agustus 2021 

http://thepublicadministration.blogspot.com/2012/04/%20konsep-kebijakan-publik.html
http://thepublicadministration.blogspot.com/2012/04/%20konsep-kebijakan-publik.html
http://thepublicadministration.blogspot.com/2012/04/%20konsep-kebijakan-publik.html
http://thepublicadministration.blogspot.com/2012/04/%20konsep-kebijakan-publik.html
http://thepublicadministration.blogspot.com/2012/04/%20konsep-kebijakan-publik.html
http://thepublicadministration.blogspot.com/2012/04/%20konsep-kebijakan-publik.html
http://thepublicadministration.blogspot.com/2012/04/%20konsep-kebijakan-publik.html
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keseimbangan dalam pemanfaatan sumber-sumber atau masalah-masalah 

yang menyangkut strategi-strategi umum yang ingin dicapai oleh pemerintah.  

3. Kebijakan mencakup prilaku dan harapan-harapan. Suatu kebijakan yang 

baik tidak boleh mengabaikan prilaku dari mereka yang merumuskan 

kebijakan itu, mengimplementasikan dan meresponnya. 

4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan. Perilaku 

kebijakan mencakup kegagalan melakukan tindakan yang tidak disengaja 

serta keputusan-keputusan untuk tidak berbuat yang disengaja. 

5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan di capai, yang mungkin 

yang dapat diantisipasikan sebelum (diperkirakan sebelumnya) atau mungkin 

belom dapat diantisipasikan. Oleh karena itu untuk memperoleh pemahaman 

yang mendalam mengenai pengertian kebijakan perlu pula meneliti dengan 

cermat baik hasil-hasil yang diharapkan maupun hasil-hasil yang senyatanya 

dicapai. Karena upaya analisis kebijakan yang sama sekali mengabaikan 

hasilhasil yang tidak di harapkan jelas tidak akan dapat mengambarkan 

praktek kebijakan yang sebenarnya. 

6. Perlunya setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu, baik eksplisit 

maupun implisit. Suatu kebijakan sudah termaksud tujuan atau sasaran 

tertentu yang telah ditetapkan jauh-jauh hari sebelumnya, walaupun tujuan 

dari suatu kebijakan itu dalam prakteknya mungkin saja berubah atau 

dilupakan paling tidak secara sebagian, begitu waktu yang berlalu. 

7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlansung sepanjang waktu. 

Kebijakan itu sifatnya dinamis, bukan statis. Artinya setelah kebijakan 
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tertentu di rumuskan, diadobsi, lalu diimplementasikan bukan mustahil pada 

tahap ini akan timbul umpan balik. Umpan balik ini bisa disebabkan oleh 

adanya akses tertentu atau akibat-akibat tertentu yang tidak diharapkan dan 

belum diantisipasikan. Adanya umpan balik ini mungkin dapat berakibat 

berubahnya tujuan kebijakan, arah kebijakan atau organisasi yang 

melaksanakan kebijakan tersebut. 

8. Kebijakan meliputi baik hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi 

maupun bersifat intra organisasi (antar unit-unit dalam lingkungan organisasi 

tertentu). 

9. Kebijakan Negara menyangkut peran kunci  dari lembaga lembaga 

pemerintah, walaupun tidak secara ekslusif. 

10. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subjektif. Di dalam 

memberikan penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. 

Sesungguhnya di dalam menangkap dan memahami suatu gejala kita 

cederung menggunakan lensa konseptual kita sendiri, tidak dilakukan secara 

objektif.9 

Terdapat siklus atau tahapan-tahapan pembuatan kebijakan di dalam proses 

suatu kebijakan publik, menurut Willam N. Dunn adalah sebagai berikut:10 

1. Penyusunan Agenda 

 
9 Jeane Elisabeth Langkai, Analisis Kebijakan Publik, (Malang, Jawa Timur: CV Seribu 

Bintang, 2019), hal. 25-39 
10 Sahya Anggara, Kebijakan Publik, (Bandung: CV Pustaka setia, 2014), hal. 172-173 



18 
 

  

Perumusan masalah adalah proses dimana dapat membantu menemukan 

asumsi asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebabnya, memetakan 

tujuan yang memandukan pandangan yang bertengah dan merancang peluang 

peluang kebijakan yang baru. Dari sinilah memiliki ruang untuk memaknai 

apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik 

dipertarungkan. 

2. Formulasi Kebijakan 

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas 

oleh pembuat kebijakan. Masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari 

pemecahan masalah yang terbaik. Peramalan dapat menyediakan 

pengetahuan yang relavan dengan kebijakan tentang masalah yang akan 

terjadi pada masa mendatang sebagai akibat dari yang diambilnya artenatif, 

atau tidaknya melakukan sesuatu. Pemecahan masalah tersebut berasal dari 

berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. 

3. Adopsi Kebijakan 

Pilihan kebijakan yang ada pada formulasi maka akan di adopsi atau dipilih 

yang di nilai masalah yang paling urgen. Rekomendasi membuahkan 

pengetahuan yang relavan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari 

berbagai alternatif yang akibatnya pada masa mendatang telah diestimasikan 

melalui peramalan. Adopsi kebijakan ini mempunyai tujuan secara legitimasi 

untuk memberikan otoritas atau kuasa pada jalannya proses dasar 

pemerintahan dalam menetapkan kebijakan publik. Adopsi Kebijakan juga 
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bisa dikatakan proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu 

tindakan atau tidak melakukan sesuatu tindakan.  

4. Implementasi Kebijakan 

Yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil. 

Implementasi Kebijakan adalah suatu langkah yang dapat disebut sebagai 

langkah penerapan sekaligus langkah uji coba yang dilakukan pemerintah 

dalam penerapan kebijakan publik yang berlaku di masyarakat secara luas. 

Pemantauan membantu tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang 

tidak diinginkan dari kebijakan dan program, menidentifikasikan hambatan 

dan rintangan implementasi dan menemukan letak pihak-pihak yang 

bertanggungjawab pada setiap tahap kebijakan. 

5. Evaluasi Kebijakan 

Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai cara masalah 

terselesaikan tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap 

nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyusaian, dan 

perumusan kembali masalah, yang mana ini merupakan proses untuk 

memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan. Setelah suatu kebijakan 

diterapkan dan diberlakukan dalam kurun waktu tertentu, maka evaluasi 

dilakukan oleh pemerintah dapat disebut sebagai suatu kegiatan yang 

dilakukan untuk menilai kebijakan publik yang telah dilaksanakan yang 

menyangkut pada subtansi, penerapan, dan dampak yang ditimbulkan dari 

penerapan kebijakan publik itu sendiri. 
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2.2.4 Implementasi Kebijakan Publik 

Implementasi Kebijakan ialah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh 

individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau 

swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam 

keputusan kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam 

keseluruhan struktur dan proses kebijakan, karena melalui tahap ini dapat diketahui 

berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam 

suatu kebijakan.11 

Implementasi kebijakan merupakan suatu tahap dari proses tindakan 

kebijakan setelah penetapan di dalam peraturan undang-undang dan juga bisa 

dikatakan pelaksanaan atau penerapan suatu undang-undang di mana seluruh aktor 

yang terkait bekerja sama untuk menjalankan kebijakan tersebut guna untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tahap implementasi kebijakan 

tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran-saran ditetapkan atau 

diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Maka dari itu, tahap 

implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan 

untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut. Ripley dan Franklin 

berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang 

ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), 

atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Istilah implementasi 

menunjukkan pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang 

 
11 Tirtayasa Serang, 2010), hal. 39-40, http://repository.fisip-untirta.ac.id/833/, diakses pada 

20 Agustus 2021 

 

http://repository.fisip-untirta.ac.id/833/
http://repository.fisip-untirta.ac.id/833/
http://repository.fisip-untirta.ac.id/833/
http://repository.fisip-untirta.ac.id/833/


21 
 

  

tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat 

pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh berbagai aktor, 

khususnya para birokrat, yang dimaksud untuk membuat program berjalan.  

Lebih jauh menurut mereka, implementasi mencakup banyak macam 

kegiatan. Pertama, badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang 

dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber 

yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. Sumber-sumber ini meliputi 

personil, peralatan, lahan tanah, bahan-bahan mentah dan yang paling utama adalah 

uang. Kedua, badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar 

menjadi arahan-arahan konkret, regulasi, serta rencana-rencana dan desain 

program. Ketiga, badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-

kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk 

mengatasi beban pekerjaan.12 

2.2.5 Pemerintah Gampong 

Fungsi pemerintah Gampong adalah memberikan pelayanan terbaik untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat di Gampong. Dikarenakan masyarakat desa tidak 

bisa memenuhi kebutuhannya tanpa adanya pemerintah gampong memberikan 

pelayanan.  

Dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa menjelaskan 

bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan  

mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita 

 
12 Budi Winarno, Kebijakan Publik Teori dan Proses, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007), 

hal. 145 
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kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Dalam Qanun Aceh No.10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, gampong 

diartikan sebagai kesatuan masyarakat yang terendah dan berhak menyelenggarakan 

rumah tangganya sendiri, berkaitan dengan pembinaan, pengembangan dan 

penyelenggaraan kehidupan beradat di Provinsi Aceh.13 

Fungsi Pemerintah Gampong adalah memberikan pelayanan terbaik untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat di Gampong. Dikarenakan masyarakat desa tidak 

bisa memenuhi kebutuhannya tanpa adanya pemerintah gampong yang memberikan 

pelayanan. 

Pemerintah Desa atau pemerintah Gampong seperti yang tertuang dalam 

pasal 26 Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat (1) Tentang Pemerintahan Desa 

adalah lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan Pembangunan desa, 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian di sini Kepala 

Desa disebutkan beberapa kewenangannya: 

a. Menyelenggaraan Pemerintah Desa 

b. Melaksanakan Pembangunan Desa 

c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa 

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan Kepala Desa berkewajiban 

sebagai berikut: 

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-

 
13 Qanun Aceh No.10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat 
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Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika 

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa 

c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa 

d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan 

e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender 

f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, Transparan, 

professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan 

nepotisme 

g. Menjalin Kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan 

di desa 

h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik 

i. Mengelola keuangan dan aset desa 

j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa 

k. Menyelesaikan Perselisihan Masyarakat di Desa 

l. Mengembankan perekonomian masyarakat desa 

m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa 

n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa 

o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan 

hidup 

p. Memberikan informasi kepada masyarakat. 

 

2.2.6 Strategi Pemerintah Gampong 

Pemahaman yang baik mengenai konsep strategi dan konsep-konsep lain 

yang berkaitan, sangat menentukan suksesnya strategi yang disusun. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, pengertian strategi yaitu: 

1) Ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk 

melaksanakan kebijakan tertentu. 

2) Rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai kegiatan untuk 

sasaran khusus. 

Strategi dibuat oleh pengambil keputusan untuk menentukan langkah yang 

tepat dalam penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Strategi yang dibuat harus 
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diimplementasikan dalam penyelesaian masalah sehingga tolak ukur strategi akan 

dapat diukur dari implementasinya.  

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa strategi adalah ilmu dan seni 

yang dipilih dalam menyiapkan suatu perencanaan yang cermat mengenai 

kebijaksanaan atau kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber 

daya dalam waktu dan ukuran tertentu untuk mencapai sasaran khusus. 

Strategi memiliki karakteristik sebagai berikut: bersifat jangka panjang dan 

dinamis, berkaitan erat dengan manajemen operasional, selalu dimotori oleh unsur-

unsur pada manajer tingkat puncak, berorientasi masa depan, dan dalam 

pelaksanaannya didukung oleh semua sumber daya ekonomi yang tersedia. 

Menurut Eddy Yunus, indikator strategi pemerintah Desa terdiri atas tiga tahap, 

yaitu: 

a. Formulasi strategi, antara lain adalah mengembangkan visi dan misi, 

mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal perusahaan, menentukan 

kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, 

merumuskan alternatif strategi, dan memilihi strategi, dan memilih strategi 

tertentu yang akan dilaksanakan. 

b. Implementasi strategi, diantaranya mengembangkan budaya yang mendukung 

strategi, mencipktakan struktur organisasi yang efektif dan mengarahkan usaha 

pemasaran, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan memberdayakan 

sistem informasi, dan menghubungkan kinerja karyawan dengan kinerja 
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organisasi. Suksesnya implementasi strategi tertelak pada kemampuan manajer 

untuk memotivasi karyawan. 

c. Evaluasi strategi adalah tahap final dalam manajemen strategis. Evaluasi strategi 

adalah alat untuk mendapatkan informasi kapan strategi tidak dapat berjalan. 

Semua strategi dapat dimodifikasi di masa dating karena faktor internal dan 

eksternal secara konstan berubah. Tiga aktifitas dasar evaluasi adalah: 1) 

Meninjau ulang faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi saat ini; 

2) Mengukur kinerja; 3) Mengambil tindakan korektif.14 

Pelaksanaan mengenai tugas dan fungsi seorang Kepala Desa atau Keuchiek 

(Aceh) dalam pemerintahan merupakan salah satu bentuk kegiatan aparat 

pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan deskripsi mengenai pelaksanaan 

fungsi tersebut. Untuk itu dalam melaksanakan tugasnya aparat desa mempunyai 

fungsi: 

a. Kegiatan dalam rumah tangganya sendiri 

b. Menggerakkan partisipasi masyarakat 

c. Melaksanakan tugas dari pemerintah di atasnya 

d. Keamanan dan ketertiban masyarakat 

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemerintah di atasnya 

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut di atas maka seorang Kepala Desa 

atau Keuchiek harus mengusahakan: 

 
14 Eddy Yunus. Manajemen Strategis. Yogyakarta: 2016. CV Andi Offset. 
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a. Terpenuhinya kebutuhan esensial masyarakat. 

b. Tersusunnya rencana dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kemampuan 

setempat. 

c. Terselenggaranya program yang berkelanjutan. 

d. Adanya peningkatan perluasan kesempatan kerja. 

Esensi dari sebuah pencapaian penyelenggaraan pemerintahan adalah untuk 

mencapai kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan merupakan faktor utama untuk 

mengukur keberhasilan suatu pemerintahan. 

2.2.7 Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat dipahami sebagai pemberian sejumlah 

uang (dana tunai) kepada masayarakat miskin setelah pemerintah memutuskan 

untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan jalan mengurangi 

subsidi namun selisih dari subsidi itu diberikan kepada masyarakat miskin. BLT 

merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tentang 

pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Rumah Tangga 

Sasaran (RTS) dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM. Program 

BLT-RTS ini dalam pelaksanaannya harus langsung menyentuh dan memberikan 

manfaat langsung kepada masyarakat miskin kategori sebagai RTS, mendorong 

tanggungjawab sosial bersama dan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat 

kepada pemerintah yang secara konsisten mesti benar-benar memperhatikan 

Rumah Tangga Sasaran yang pasti merasakan beban berat sebagai akibat dari 

kenaikan BBM.  
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Program Bantuan Langsung (BLT) Tunai telah dilaksanakan Pemerintah 

Indonesia. Tujuan dari program BLT dalam rangka kompensasi pengurangan 

subsidi BBM adalah: 

a. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan 

ekonomi. 

b. Meningkatkan tanggungjawab sosial bersama. 

Agar program BLT dapat menjadi bantuan yang efektif dan efesien, maka 

diperlukan beberapa langkah, yaitu: 

a. Manajemen penyaluran dana yang baik dan sistematis, agar tercapai tujuan 

dari program BLT yang sebenarnya yaitu untuk mensejahterakan masyarakat 

kecil. 

b. Diperlukan pengawasan terhadap penyaluran dana BLT, karena banyak 

ditemukan kesalahan-kesalahan yang menyebabkan program BLT tidak dapat 

berjalan sesuai dengan rencana. 

c. Bantuan dana BLT tidak langsung diberikan dalam bentuk uang tunai yang 

diberikan Cuma-Cuma kepada masyarakat karena dikhawatirkan masyarakat 

hanya akan bergantung pada BLT, maka bantuan ini langsung direalisasikan 

dalam bentuk bantuan dana untuk usaha sehingga dari dana tersebut 

membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat agar tidak menjadi 
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masyarakat yang pemalas karena bergantung dari bantuan selain itu dan dapat 

mengurangi tingkat pengguran.15 

2.2.8 Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa adalah bantuan dari pemerintah 

yang berupa bantuan keuangan yang berasal dari Dana Desa (DD) untuk keluarga 

miskin. Setiap keluarga miskin mendapat BLT Dana Desa sebesar Rp. 600.000 per 

bulan bagi yang memenuhi kriteria dan diberikan selama tiga bulan dan untuk tiga 

bulan berikutnya sebesar Rp. 300.000 setiap bulan. 

BLT Desa diperuntukkan bagi keluarga miskin dengan pemberian uang tunai 

yang diperoleh dari dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi. Jika kebutuhan 

desa melebihi alokasi maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, kepala desa bisa 

mengusulkan tambahan alokasi dana desa pada bupati/walikota untuk bantuan ini. 

a. Kriteria Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020, calon penerima BLT Dana Desa adalah 

keluarga miskin, baik yang tidak terdata (exclusion error) maupun terdata dalam 

data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang sesuai syarat sebagai berikut: 

1. Bagi orang yang tidak mendapat bantuan program Keluarga Harapan (PKH) 

atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Pemilik Kartu Prakerja; 

 
15 Selviana. Bantuan Langsung Tunai. Universitas Muhammadiyah Makassar, Jurnal 

Equilibrium Pendidikan Sosiologi. Vol. III No. 2 November 2016 
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2. Bagi orang yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan (tidak memiliki 

cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke 

depan); 

3. Bagi yang memiliki anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. 

Keluarga miskin yang di kepalai oleh perempuan, lansia, dan penyandang 

disabilitas, terdata sebagai calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana 

Desa harus dikonfirmasi oleh tim pendata.16 

b. Mekanisme Pendataan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana 

Desa 

Apabila desa mengikuti ketetapan kriteria dari pemerintah, melakukan 

pendataan yang transparan, adil, dan bisa dipertanggungjawabkan sesuai hukum 

maka desa dapat menentukan sendiri calon penerima Bantuan Langsung Tunai 

(BLT) Dana Desa. Desa bisa memakai data desa sebagai rujukan, dan DTKS 

sebagai rujukan bagi penerima PKH, BPNT, dan data dari Dinas Ketenagakerjaan 

untuk mengetahui penerima bantuan prakerja. 

c. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga 

atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, 

dijelaskan bahwa: 

 
16 Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa 
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1. BLT Dana Desa disalurkan selama Sembilan bulan dihitung dari April 2020. 

2. Bantuan ini diberikan berjumlah sebesar Rp. 600.000 untuk setiap keluarga 

selama tiga bulan pertama (April, Mei, dan Juni). 

3. Bantuan ini diberikan berjumlah sebesar Rp. 300.000 untuk setiap keluarga 

selama tiga bulan kedua (Juli, Agustus, dan September). 

4. Bantuan ini diberikan berjumlah sebesar Rp. 300.000 untuk setiap keluarga 

selama tiga bulan ketiga (Oktober, November, dan Desember). 

d. Dasar Hukum Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 

Ketentuan dalam hokum terhadap Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana 

Desa sesuai dalam PPN/Bappenas, terdapat pada aturan-aturan berikut ini:17 

1. Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam 

rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Keuangan menjadi Undang-Undang. 

2. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Pengaturan terkait dengan BLT Dana 

Desa dapat dilihat pada pasal 8, pasal 8A, serta pada lampiran-1 dan lampiran-

2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Desa 

PDTT Nomor 6 Tahun 2020 ini. 

 
17 PPN/Bappenas, 2020 
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3. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Prioritas Penggunaan Dana Desa. 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan 

Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT Dana Desa dapat dilihat 

pada pasal 24 ayat 2, pasal 24A, pasal 24B, pasal 25A, pasal 25B, pasal 32, 

pasal 32A, pasal 34, pasal 35, pasal 47A, dan pasal 50. 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang 

Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT Dana Desa 

dapat dilihat pada pasal 32A. 

6. Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 15 Mei 2020 

tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. 

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

8. Surat Menteri Desa PDTT Nomor 1261/ PRI.00/IV/2020 Tanggal 14 April 

2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 

2019 tentang Prioritas Pembangunan DD Tahun 2020 menjadi Permendes 

PDTT Nomor 06 Tahun 2020. 

9. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Kementerian Desa PDTT Nomor 9/PRI.00/IV/2020 Tanggal 16 April 2020 



32 
 

  

perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana 

Desa. 

10. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11/2020 Tanggal 21 

April 2020 perihal Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 

dan Non DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat 

(PPN/Bappenas, 2020). 

2.2.9 Alokasi Dana Desa 

Menurut Simanjuntak dan Hidayanto menyebutkan bahwa perumusan alokasi 

dana bantuan harus memiliki sifat kecukupan, fleksibel dan stabil. Kecukupan 

artinya alokasi dana dapat menutupi kebutuhan dana pemerintah daerah. Fleksibel 

artinya besar dana alokasi disesuaikan dengan kemampuan pemerintah pusat 

sedangkan stabil artinya bahwa adanya kepastian bagi pemerintah daerah dalam 

mendapatkan alokasi dana.18 

Menurut Sahdan, Alokasi Dana Desa yang kemudian disebut ADD adalah 

dana responsivitas Negara untuk membiayai kewenangan desa kewengan desa 

mencakup; a) kewenangan asal usul (mengelola sumberdaya alam, peradilan adat, 

membentuk susunan asli, melestarikan pranata lokal) yang diakui (rekognisi) oleh 

Negara; b) kewenangan atributif organisasi local (perencanaan, tata ruang, ekologi, 

pemukiman, membentuk organisasi local dan lain lain) yang ditetapkan oleh 

 
18 Simanjuntak, Robert A. dan Hidayanto, Joko. 2002. Dana Alokasi Umum: Konsep, 

Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah. Buku Kompas: Jakarta. 
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pemerintah melalui undang-undan; c) kewenangan delegatif-administratif dari 

delegasi atau tugas pembantu dari pemerintah.19 

Menurut HAW Widjaja, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dalam rangka 

meningkat pemberdayaan, kesejahtraan dan pemerataan pembangunan dipedesaan 

melalui dana APBD kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat, pemerintah 

kabupaten, provinsi dan pusat perlu merealisasikan dana APBD masing masing 

sebesar 10% untuk dana Alokasi Dana Desa (ADD).20 

Menurut Hanif Nurcholis, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang 

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk 

mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.21 

Alokasi dana desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang 

dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian 

dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pemberian alokasi dana desa 

tersebut merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan 

otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu 

 
19 Sahdan, Goris dkk, (2004). Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa. FPPD, Bandung. 
20 Widjaja, HAW. 2005. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh. 

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 
21 Hanif Nurcholis, 2011. Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Jakarta : 

penerbit: Erlangga 
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sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan 

pemberdayaan masyarakat desa.22 

2.3 Kerangka Berfikir 

 

  

 
22 Pendra Eka Putri. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Tanjung Kecamatan 

Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar”. JOM FISIP Vol.5 No.1, April 2018 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan 

metode kualitatif. Penelitian deskriptif sendiri adalah sebuah prosedur pemecah 

masalah yang menyelidiki serta menggambarkan bentuk objek penelitian 

(seseorang, lembaga, masyarakat atau tokoh) yang sesuai fakta-fakta yang tampak 

dan sebagaimana adanya. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh 

jawaban dari hasil riset dari pandangan manusia atau peniliti sendiri. Penelitian 

kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang 

yang diteliti keseluruhannya tidak dapat diukur dengan angka (Febriani Putri, 

2013). Peneliti berusaha menggali, mengidentifikasi, dan menjelaskan berbagai 

kondisi  terkait pemanfaatan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh 

masyarakat di Gampoeng Neuheun , Kecamatan Mesjid Raya, Kab. Aceh Besar. 

Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, pristiwa, aktifitas sosial, sikap 

kepercayaan, persepsi,pemikiran orang secara individu maupun kelompok.23 Data 

yang didapatkan kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap suatu 

permasalahan yang timbul. 

Penelitian kualitatif memiliki tiga komponen utama sebagaimana 

dikemukakan oleh Strauss dalam Ahmadi, sebagai berikut:24 

 
23 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal.11 
24 Muhammad Ramadhan. “Metode Penelitian kualitatif”. Di akses melalui 

https://www.academia.edu/32993954/Metode_Penelitian_kualitatif 
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a. Ada data yang datang dari berbagai sumber. Wawancara dan observasi 

merupakan sumber-sumber yang paling umum digunakan. 

b. Dalam penelitian kualitatif terdiri atas prosedur-prosedur analisis atau 

interprestasi yang berbeda yang digunakan untuk sampai pada temuan atau 

teori. Prosedur- prosedur itu termasuk teknik-teknik untuk konseptualisasi 

data. Proses ini disebut “pengodean” (coding), yang bermacam-macam 

karena pelatihan dan tujuan peneliti. 

c. Laporan tertulis dan verbal. Hal ini bisa ditunjukkan dalam jurnal-jurnal atau 

konferensi ilmiah serta mengambil bentuk-bentuk yang beragam bergantung 

pada audiensi dan aspek temuan teori yang ditunjukkan. Misalnya, 

seseorang bisa memaparkan peninjauan luas (overview) seluruh temuan atau 

diskusi mendalam tentang satu bagian dari kajian. 

Dari beberapa teori diatas dapat dilihat bahwa metode penelitian kualitatif 

merupakan suatu penelitian yang melibatkan langsung peneliti kedalam subjek 

yang akan diteliti. Dengan  ini maka peneliti akan lebih mengetahui secara jelas 

bagaimana subjek penelitian dalam kehidupannya sehari-hari. Pada intinya 

metode penelitian kualitatif adalah menggambarkan secara jelas apa yang peneliti 

temukan di lapangan. Banyak hal yang tidak terduga bisa terjadi dan itu semua akan 

menambah kekayaan dan kedalaman dari hasil penelitian. Menurut J.R. Raco 

bahwa dalam penelitian setiap informasi yang didapatkan bisa saja mengubah arah 

penelitian, ini terjadi bahwa ada praduga dan asumsi peneliti tidak sesuai dengan 
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apa yang disampaikan oleh partisipan.25 

3.2 Fokus Penelitian 

Menurut Sugiyono, mengungkapkan bahwa dalam penelitian kualitatif 

penentuan fokus penelian lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang 

akan diperoleh dari situasi sosial atau lapangan.26 Dapat dikatakan fokus penelitian 

merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan batasan atau ruang 

lingkup penelitian, fokus penelitian juga dapat digunakan peneliti untuk 

menentukan kemana arah penelitiannya.27 Fokus penelitian ini adalah bagaimana 

peneliti melihat Strategi Pemerintah Gampong Neuheun dalam Pengelolaan 

Alokasi Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Gampong Neuheun, Kecamatan 

Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. 

Tabel 3.1 

Dimensi dan Indikator Peran Pemerintah Gampong dan Desa Wisata 

No. Dimensi Indikator Sumber 

1.  Strategi Pemerintah 

Desa/Gampong 

- Formulasi Strategi 

- Implementasi Strategi 

- Evaluasi Strategi 

Proses strategi 

terdiri atas tiga 

tahap (Eddy 

Yunus, 2016) 

 

3.3 Lokasi Penelitian 

Penentuan lokasi penelitian untuk lebih mempersempit ruang penelitian 

 
25 J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif Jenis,Karakteristik dan keunggulanny, .(Jakarta: 

PT.Grasindo, 2010), hal.8 
26 Sugiyono. Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet, 2016. 
27 Notoatmodjo and M M.A., “Metodologi Penelitian,” Rake Sarasin (2018): 54–68,. Diakses 

dari https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en. 
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dalam pembahasan, sekaligus untuk mempertajam fenomena sosial yang dikaji 

sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan. Penelitian ini akan di lakukan di 

Gampoeng Neuheun, Kecamatan Mesjid Raya, Kab. Aceh Besar. Alasan peneliti 

memilih lokasi ini ialah dikarenakan peneliti ingin mengetahui Bagaimana 

Strategi Pemerintah Gampong Neuheun dalam Pengelolaan Alokasi Bantuan 

Langsung Tunai (BLT) secara merata kepada masyarakat miskin dan kurang 

mampu. 

3.4 Sumber Data 

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 

mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data 

primer dan data sekunder. 

a. Data Primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama 

dilokasi penelitian atau objek penelitian.28 Data yang diperoleh dari penelitian 

ini adalah dari hasil wawancara observasi atau pengamatan langsung terhadap 

Desa Neuheun yang diteliti yaitu: Strategi Pemerintah Gampong  Dalam 

Pengelolaan Alokasi Dana Bantuan Langsung Tunai. 

b. Data Sekunder adalah data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain 

menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan 

dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder 

adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan 

penelitian yang dilakukan.29 Data sekunder dalam penelitian ini adalah data 

 
28 Burhan, Bugin, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan 

Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya, hlm. 132. 
29 Mustofa, 2015.  “Metode Penelitian Dengan NPF Dan Roa,” Jurnal: 1–9 
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yang didapatkan peneliti dari buku-buku, beberapa dokumen berupa laporan-

laporan tertulis dan peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan 

aspek-aspek keberhasilan pemerintah Desa Neuheun untuk. 

3.5 Informan Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, manusia merupakan instrumen utama dalam 

penelitian. Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dengan 

pendekatan kualitatif maka seorang peneliti membutuhkan seorang informan yang 

memiliki pengetahuan tentang data atau informasi yang berkaitan dengan masalah 

yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Menurut 

Sugiyono bahwa purposive sampling adalah teknik pengambilan sumber data 

dengan pertimbangan tertentu. Artinya orang yang dijadikan informan dalam 

penelitian tersebut dianggap paling tau dan mengerti tentang apa yang menjadi objek 

penelitian. 

Tabel 3.2 

Informan Penelitian 

No. Informan Jumlah Keterangan 

1 Geuchik Gampong 

Neuheun 

1 Orang Pemerintah yang terlibat 

dalam pengelolaan Alokasi 

Dana Bantuan Langsung 

Tunai (BLT) 

2 Masyarakat 

Gampong Neuheun 

2 Orang Masyarakat Gampong 

Neuheun 

 

3.6 Teknik Pengmpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 
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mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan.30 

Teknik pengumpulan data merupakan teknik-teknik yang digunakan oleh 

peneliti dalam usaha mengumpulkan data dari lapangan. Peneliti menggunakan 

tiga teknik pengumpulan data, yaitu teknik wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai teknik pengumpulan data 

sebagai berikut : 

a. Observasi 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik 

bila dibandingkan dengan teknik yang lainnya, karena observasi tidak hanya 

mendapatkan informasi terbatas pada awal penelitian, dengan tujuan untuk 

memperoleh gambaran tentang keadaan permasalahan yang diteliti untuk 

dijadikan pedoman, pentujuk dan arah dalam melakukan penelitian.31 

b. Interview (wawancara) 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh kedua belah 

pihak dengan maksud  tertentu, yaitu adanya pewawancara (yang mengajukan 

pertanyaan) dan terwawancara (yang memberikan jawaban dari atas pertanyaan-

pertanyaan).32 Adapun narasumber dalam penelitian adalah Pemerintah 

 
30 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,Kualitatf, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2008), hal.308 

31 Sugiyono. Metode Penelitian Administrasi, Op.cit, hal.165 

32 Mayang Sari Lubis, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal.23 
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Gampoeng Neuheun, Camat Kecamatan Mesjid Raya, Masyarakat Penerima 

Bantuan Langsung Tunai. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, prasasti, 

notulen rapat, agenda dan lain-lain, dengan metode dokumentasi memiliki 

keunggulan dari segi efisien waktu dan tenaga.33 

3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Teknik pemeriksaan keabsahan data adalah perpanjangan keikutsertaan, 

ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, analisis kasus negative, 

kecukupan referensial, dan pengecekan dengan anggota yang terlibat dalam 

penelitian.34 Pengujian keabsahan data menggunakan empat kriteria yaitu 

kredibilitas (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan/reliabilitas 

(dependability), dan kepastian/konfirmabilitas (confirmability). 

a. Pengujian Kredibilitas (credibility) 

Dalam melakukan penelitian kualitatif instrumen penelitian adalah peneliti 

sendiri. Oleh sebab itu sangat mungkin terjadi going native dalam pelaksanaan 

penelitian atau bias. Maka untuk menghindari terjadinya hal seperti itu, 

disarankan untuk adanya pengujian keabsahan data (credibility). Kredibilitas 

data adalah upaya peneliti untuk menjamin kesahihan data dengan 

 
33 Johni Dimyati, Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya. 

(Jakarta: Kencana, 2013), hal.100 

34 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007) 

hal: 327. 
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mengkonfirmasi antara data yang diperoleh dengan objek penelitian. Tujuannya 

untuk membuktikan apa yang diamati peneliti sesuai dengan apa yang 

sesungguhnya ada dan sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi pada objek 

penelitian.35 

Kriteria kredibilitas data digunakan untuk menjamin bahwa data yang 

dikumpulkan peneliti mengandung nilai kebenaran, baik bagi pembaca pada 

umumnya maupun subjek penelitian. Untuk menjamin kesahihan data, ada 

beberapa teknik pencapaian kredibilitas data, seperti perpanjangan keikutsertaan 

dalam penelitian, ketekunan pengamatan dan melakukan triangulasi (dengan 

sumber, teori dan metode). 

b. Kebergantungan/Reliabilitas (dependability) 

Dalam penelitian kuantitatif, dependability disebut dengan reliabilitas. 

Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau 

mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji 

dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan 

proses penelitian. Hal ini dilakukan oleh auditor yang independen atau 

pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan 

penelitian. Bagaimana peneliti mulai menentukan masalah atau fokus, memasuki 

lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji 

keabsahan data, sampai membuat kesimpulan.36 

 
35 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), 

hal: 270 
36 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013) 

hal: 277. 
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c. Kepastian/Konfirmabilitas (confirmability) 

Pengujian confirmability dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji 

objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah 

disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji confirmability mirip 

dengan uji dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara 

bersamaan. Menguji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang 

berkaitan dengan proses yang dilakukan, terutama berkaitan dengan deskripsi 

temuan penelitian dan diskusi hasil penelitian. Bila hasil penelitian merupakan 

fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah 

memenuhi standar confirmability.37 

d. Keteralihan (transferability) 

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. 

Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya 

hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Nilai transfer ini 

berkenaan dengan pertanyaan, sehingga hasil penelitian dapat diterapkan atau 

digunakan dalam situasi lain. Oleh karena itu, agar orang lain dapat memahami 

hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil 

penelitian tersebut, maka peneliti ketika membuat laporannya harus memberikan 

uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. 

  

 
37 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013) 

hal: 277. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Gampong Neuhen 

4.1.1 Profil Gampong Neuheun 

Gampong Neuheun salah satu dari beberapa gampong yang berada di 

kemukiman Lamnga, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi 

Aceh. Gampong Neuheun meliputi pemukiman penduduk, area perkebunan kelapa 

dan tambak yang strategis, dan mudah dijangkau. Gampong ini juga desa yang 

terkena imbas dari bencana alam Tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 yang 

meruntuhkan sebagian rumah penduduk Gampong Neuheun, gampong neuheun 

saat ini memiliki jumlah penduduk terpadat pertama di Aceh Besar. 

Intensitas penduduk gampong neuheun saat ini diestimasikan mencapai 18 

ribu jiwa dimana yang semesti tidak layak lagi di sebut sebuah Desa, melainkan 

dengan jumlah penduduk sebanyak itu sudah layak dimekarkan menjadi sebuah 

kecamatan tersendiri. Jalan utama gampong neuheun berupa jalan aspal dan beton 

untuk memasuki lorong-lorong di Gampong. Secara umum, tipe rumah penduduk 

di Gampong neuheun berupa rumah permanen yang berasal dari bantuan pasca 

tsunami, sebagian beberapa rumah semi permanen berupa rumah panggung Umum 

nya penduduk gampong Neuheun bermata pencaharian sebagai nelayan, petani, dan 

sebagian lainnya alih profesi sesuai musim. 

Daftar batas wilayah Gampong Neuheun sebagai berikut: 

• Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia. 

• Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Montasik. 

• Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Lamnga. 
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• Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Durung. 

Konsekusensi dari terjadi penambahan penduduk, menjadikan gampong 

Neuheun sebagai sebuah desa yang memiliki tingkat penduduk cukup heterogen 

yang terdiri dari berbagai latar belakang budaya, pendidikan, sosial ekonomi dan 

sebagainya. Bahkan saat ini Gampong Neuheun masih tergolong sebagai desa yang 

memiliki masyarakat miskin terbanyak. Hal ini disebabkan oleh tidak sebandingnya 

lapangan kerja dengan jumlah penduduk. Pada saat ini gampong Neuheun telah 

menaungi beberapa komplek perumahan yang terdiri dari penduduk pendatang 

setelah terjadinya Tsunami.38 

4.1.2 Visi dan Misi 

 
Gambar 4.1 Visi dan Misi  

Sumber: Kantor Keuchiek 

 

 
38 Kelompok KKN PPM006 Unsyiah Gampong Neuhen periode 11 April 2016. Diakses 

melalui http://webblogkkn.unsyiah.ac.id/neuheunppm11/2016/09/08/profil-gampong-neuheun-

kec-mesjid-raya-kab-aceh-besar/ 
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4.1.3 Pemerintah Gampong 

Pemerintah desa atau pemerintah gampong adalah sebuah Lembaga 

pemerintahan yang bertugas untuk melaksanakan pembangunan Desa, 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Qanun No 2 

Tahun 2018 tentang pemerintahan Gampong. Pada pasal 44 dijelaskan bahwa 

Pemerintah Gampong terdiri dari Keuchik, Imum Meunasah dan Perangkat 

Gampong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Struktur Pemerintahan Gampong Neuheun 

Sumber: Kantor Keuchiek 
 

4.1.4 Tahapan dan Syarat Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

Gampong Neuheun 

a. Tahapan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

Sebelum kegiatan ini dilaksanakan ada beberapa tahap yang harus di lalui 

oleh Desa atau Gampong utamanya Gampong Neuheun guna dalam hal 

Transparansi. Data penerima maupun proses verifikasi dan validasi bakal calon 

penerima sampai dengan penetapan calon penerima bantuan tersebut. Sesuai 
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dengan proses Peraturan Perundang-Undangan Baik Dari Peraturan Menteri 

Keuangan Maupun Peraturan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Penetapan 

keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa Gampong 

Neuheun dilakukan melalui musyawarah gampong dan musyawarah ini dilakukan 

secara khusus oleh Tuha Peut Gampong (TPG) dimana musyawarah ini dihadiri 

oleh, Pemerintah Gampong, Kepala Dusun dan unsur Masyarakat lainnya untuk 

menetapkan nama penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-

DD). 

b. Syarat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa merupakan bantuan keuangan 

yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat miskin dan rentan yang kesulitan 

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terutama akibat wabah covid-19. 

Masyarakat miskin dan rentan yang belum menerima bantuan dari skema 

jaminan kesejahteraan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), 

Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Masyarakat Sakit Menahun yang tidak 

bisa menafkahi keluarganya berhak menerima bantuan ini.  

Pihak Pemerintah Gampong Neuheun mengutamakan masyarakat yang 

memenuhi syarat dan juga melihat langsung dari lapangan. Pemerintah Gampong 

Neuheun juga memilih masyarakat yang terdiri dari orang sakit menahun dan juga 

orang cacat. 

 

 



48 
 

  

4.2 Hasil dan Pembahasan  

4.2.1 Strategi Pemerintah Gampong dalam Pengelolaan Alokasi Dana 

Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Gampong Neuheun 

Strategi merupakan cara atau langkah dilakukan agar sesuatu organisasi 

ataupun perusahaan dapat mencapai tujuannya. Salah satunya yang menjadi 

karakteristik dalam pembangunan ekonomi suatu desa adalah dengan strategi-

strategi unggul yang diciptakan pemerintah khusunya Pemerintah Desa/Gampong 

agar masyarakat dalam suatu desa dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih 

baik. 

Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola, proses melakukan 

kegiatan tertentu dengan menggerakkan orang lain, proses yang membantu 

merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, proses yang memberikan pada 

semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. 

Pengelolaan dana BLT dapat juga disebut manajemen dana BLT yaitu 

pengurusan dan penyelenggaraan dana BLT dengan pengerahan segenap 

kemampuan dan sumber saya yang tersedia secara efektif dan efisien yang dimulai 

dari proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan sehingga tercapai hasil 

yang optimal. BLT dapat diberikan dalam bentuk sosial, asuransi, keringanan pajak, 

dan transfer non-publik. BLT terutama yang berasal dari program-program 

pemerintah, memiliki berbagai macam tujuan, dimana BLT merupakan jenis utama 

dari jaring pengaman sosial. 

 Untuk meninjau dan mengetahui lebih jauh tentang strategi pemerintah 

gampong dalam pengelolaan alokasi dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di 



49 
 

  

Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar menggunakan 

indikator-indikator yang meliputi: (1) formulasi strategi; (2) implementasi strategi; 

dan (3) evaluasi strategi. 

a. Formulasi strategi 

Strategi adalah suatu tindakan untuk mencapai sebuah keberhasilan di masa 

yang akan datang. Strategi pemerintah desa/gampong tidak lain untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam formulasi strategi tentu yang 

menjadi sangat penting ialah mengidentifikasi peluang, dan menetapkan tujuan 

jangka panjang. 

Data dari informan untuk indikator formulasi strategi terdapat pada jawaban 

Keuchiek Gampong Neuheun mengenai mekanisme pengelolaan alokasi dana 

Bantuan Langsung Tunai (BLT).  

Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan Keuchiek Gampong Neuheun, 

Faizan: 

“Hadirnya blt ini agar dapat membantu nya masyarakat karna mengingat 

semakin mahal nya bahan pangan dan minyak sehingga masyarakat tidak 

kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Masyarakat bisa 

membeli sembako dengan adanya bantuan BLT ini sendiri dan juga dapat 

meringankan membeli barang unutk kebutuhan hidup yang diperlukan.”39 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa dana Bantuan 

Langsung Tunai (BLT) sangatlah penting bagi masyarakat dan sangat membantu 

masyarakat dari segi kebutuhan pangan masyarakat sendiri. Selain itu, dalam 

pengalokasian dana BLT juga terdapat pedoman untuk penyaluran dana BLT 

 
39 Wawancara dengan Faizan, Keuchiek Gampong Neuheun pada tanggal 24 Agustus 2022 

di Kantor Kepala Desa. 
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sehingga ada sebuah pegangan aturan yang harus di lakukan sesuai dengan aturan 

yang berlaku. 

“Iya benar, kami dalam hal kegiatan pengelolaan alokasi dana bantuan 

langsung tunai (BLT) ini mempunya pedoman yaitu berupa peraturan menteri 

(PERMEN), peranturan Bupati (PERBUP), dan peraturan keuchik 

(PERCHIK). Kini kami dalam penyaluran BLT ini menggunakan aturan 

keuchik dan aturan tentunya tidak bertentangan dengan peraturan menteri, 

dan BLT ini di ambil dari Dana Desa sebesar 40%.”40 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa dalam penyaluran dana Bantuan 

Langsung Tunai ini, pemerintah gampong Neuheun memiliki pedoman khusus atau 

yang sudah tertera dari pusat yaitu Peraturan Menteri (PERMEN), dan Peraturan 

Bupati (PERBUP), dan juga adanya peraturan dari Pemerintah Desa/Gampong 

sendiri yaitu Peraturan Keuchiek (PERCHIK). Hadirnya peraturan Keuchiek 

mengenai BLT sehingga menjadi sebuah pedoman dalam penyaluran BLT di 

Gampong Neuheun, dikarenakan pihak Pemerintah Gampong melihat situasi dan 

kondisi di Gampong Neuheun sendiri. 

b. Implementasi strategi 

Imlementasi strategi atau penerapan adalah tahapan yang melibatkan 

penggunaan kemampuan manajerial, administrative, dan persuasif untuk 

menerjemahkan alternatif yang dipilih menjadi tindakan. Singkatnya, ini adalah 

sebuah proses yang menempatkan rencana strategis ke dalam sejumlah tindakan 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Strategi ini mengembangkan budaya yang mendukung strategi, menciptakan 

struktur organisasi yang efektif dan mengarahkan usaha pemasaran, menyiapkan 

 
40 Wawancara dengan Faizan, Keuchiek Gampong Neuheun pada tanggal 24 Agustus 2022 

di Kantor Kepala Desa. 
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anggaran, mengembangkan dan memberdayakan sistem informasi. Suksesnya 

implementasi strategi terletak pada kemampuan untuk memotivasi serta sosialisasi 

sehingga tercapai sasaran yang di capai. 

Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan Keuchiek Gampong Neuheun, 

Faizan: 

“Mengenai Penerima BLT ada beberapa tahapan yang di lakukan mulai dari 

pendataan dilakukan kemudian musyawarah yang dihadiri tiap-tiap Kepala 

Dusun untuk menanyakan siapa saja yang layak mendapat BLT tersebut dan 

kemudian penyeleksian. Cara itu yang kami lakukan agar adanya pemerataan 

penyaluran BLT ini.”41 

 

Tabel 4.1 

Gambaran Strategi Pengolakasian BLT 

Strategi 

    

Pendataan 

    

Musyawarah 

 

Seleksi 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, untuk tahapan pendataan dan 

penyaluran BLT tersebut, pihak Pemerintah Gampong lebih memberikan ruang 

kepada tiap-tiap Kepala Dusun siapa yang berhak mendapatkan BLT tersebut, 

dikarenakan agar adanya pemerataan dalam penyaluran BLT tersebut. Sehingga 

masyarakat bisa mendapat informasi langsung dari tiap-tiap Kepala Dusun. 

Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat Gampong 

Neuheun, wak upik:  

 
41 Wawancara dengan Faizan, Keuchiek Gampong Neuheun pada tanggal 24 Agustus 2022 

di Kantor Kepala Desa. 
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“Kami mendapat informasi tentang adanya dana BLT tersebut melalui Kepala 

Dusun. Dan Kepala Dusun langsung menemui kami yang menurutnya berhak 

mendapat dana BLT tersebut. Jika tidak adanya Kepala Dusun datang untuk 

menemui kami, maka kami sebagai masyarakat tidak mengetahui sebagai 

penerima dana BLT.”42 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa setiap selesai diadakannya 

musyawarah, Kepala Dusun Gampong Neuheun akan langsung kerumah warga 

yang menurutnya berhak mendapatkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT). 

Kemudian tiap-tiap Kepala Dusun menyerahkan nama-nama sebagai penerima 

BLT kepada pihak Pemerintah Gampong. Dan dengan adanya musyawarah 

tersebut, maka pihak Pemerintah Gampong dapat menerapkan jumlah masyarakat 

yang berhak mendapatkan dana BLT dan terukur dana yang di alokasikan untuk 

BLT tersebut. Hal ini disampaikan langsung oleh Keuchiek Gampong Neuheun, 

Faizan: 

“Untuk penerima manfaat setiap tahunnya berjumlah 141 Kartu Keluarga 

(KK), dan jumlah 141 KK itu sama seperti tahun sebelumnya. Kemudian 

untuk mengenai Dana BLT ini sendiri disisipkan dari Dana Desa (DD) 

sebesar 40% atau berjumlah sekitar Rp. 507.600.000 dari jumlah Dana Desa 

sebesar Rp. 1.100.000.000.”43 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, banyaknya penerima BLT di Gampong 

Neuheun disesuaikan dengan jumlah banyaknya Dana Desa yang diberikan oleh 

pusat. Kemudian, pihak Pemerintah Gampong Neuheun menyisipkan 40% untuk 

BLT dari jumlah Dana Desa. 

Untuk syarat yang harus dipenuhi penerima BLT di Gampong Neuheun, 

sesuai dengan Peraturan Menteri (PERMEN), Peraturan Bupati (PERBUP), dan 

 
42 Wawancara dengan Wak upik, Masyarakat penerima BLT Gampong Neuheun. Pada 

tanggal 24 Agustus 2022 di Rumah pribadi. 
43 Wawancara dengan Faizan, Keuchiek Gampong Neuheun pada tanggal 24 Agustus 2022 

di Kantor Kepala Desa. 
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Peraturan Keuchiek (PERCHIK) yaitu Masyarakat miskin dan rentan yang belum 

menerima bantuan dari skema jaminan kesejahteraan sosial lain seperti Program 

Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Kartu Prakerja 

berhak menerima bantuan ini. Sedangkan di Gampong Neuheun, untuk memenuhi 

syarat penerima BLT harus mengikuti aturan dari PERCHIK. 

Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan Keuchiek Gampong Neuheun, 

Faizan: 

“Mengenai apa saja syarat penerima BLT di Gampong Neuheun ini sesuai 

dengan Peraturan Keuchiek (PERCHIK) yang diterapkan pada tanggal 21 

Januari 2022 yaitu: 1) keluarga miskin; 2) orang sakit menahun; 3) orang 

cacat. Adanya peraturan ini dikarenakan melihat situasi dan kondisi 

masyarakat Gampong.”44 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Pemerintah Gampong Neuheun 

mempunyai aturan tersendiri yaitu Peraturan Keuchiek (PERCHIK) dalam hal 

penyaluran alokasi Dana BLT untuk penerima manfaat. Peraturan yang dibuat oleh 

pihak Pemerintah Gampong tentunya tidak bertentangan dengan syarat yang sudah 

dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. 

Tabel 4.1 Pengelolaan BLT di Gampong Neuheun 

 

No. 

 

Penerima 

BLT 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

1. 

 

Jumlah 

Alokasi 

Dana Desa 

di Gampong 

Neuheun 

 

Rp. 

1.100.000.000 

 

Rp. 

1.100.000.000 

 

Rp. 

1.100.000.000 

 

Rp. 

1.100.000.000 

 

 

Rp. 

1.100.000.000 

 
44 Wawancara dengan Faizan, Keuchiek Gampong Neuheun pada tanggal 24 Agustus 2022 

di Kantor Kepala Desa. 
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2. 

 

Jumlah 

penerima 

BLT 

 

141 KK 

 

141 KK 

 

141 KK 

 

 

141 KK 

 

141 KK 

 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah Dana Desa 

Gampong Neuhuen dari Tahun 2017 sampai dengan 2021 tidak mengalami 

perubahan sehingga jumlah penerima BLT masih sama dan tidak mengalami 

perubahan atau berkurang.  

 

 

Tabel 4.2 Strategi Pengelolaan Alokasi BLT di Gampong Neuheun 

No. Strategi 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Formulasi Strategi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2. Implementasi strategi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3. Evaluasi srategi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

Berdasarkan hasil tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam strategi 

pengelolaan alokasi BLT di Gampong Neuheun dalam hal strategi formulasi, 

implimentasi dan evaluasi mendapatkan hasil yang baik, atau dilaksanakan sesuai 

dengan strategi yang telah direncanakan. 

c. Evaluasi strategi 

Evaluasi strategi adalah untuk mendapatkan informasi kapan strategi tidak 
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dapat berjalan semestinya. Semua strategi dapat dimodifikasikan di masa yang akan 

datang, karena faktor internal dan eksternal secara konstan berubah. 

Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan Keuchiek Gampong Neuheun, 

Faizan: 

“Cara si penerima BLT mengetahui bahwasannya dia terpilih secara pasti itu 

melalui Kepala Dusun. Karena Kepala Dusun langsung turun ke lapangan dan 

mengevaluasi siapa saja yang pantas mendapatkan BLT, dan langsung 

memberitahu kepada si penerima BLT tersebut. Dan penerima BLT tersebut 

dipilih ketika dia memenuhi syarat. Sehingga strategi Pemerintah Gampong 

dalam mengalokasikan dana BLT tersebut tepat sasaran”45 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Kepala Dusun menjadi peran yang 

sangat penting dalam hal strategi penyaluran alokasi dana BLT tersebut. Dan 

Kepala Dusun harus benar-benar memilih masyarakat yang berhak mendapatkan 

BLT dan memenuhi syarat, yaitu: 1) Masyarakat miskin yang rentan belum 

menerima bantuan jaminan kesejahteraan sosial lain seperti Program Keluarga 

Harapan (PKH), 2) Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan 3) Masyarakat Sakit 

Menahun, sehingga Alokasi Dana BLT tersebut tepat sasaran. Ketika dana BLT 

tersebut telah di Alokasikan dengan tepat sasaran, maka masyarakat bisa 

menggunakan dana tersebut untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan hidup.  

Adapun wawancara dengan Masyarakat Gampong Neuheun, Buyong : “Iya, 

bantuan BLT ini sangat membantu kebutuhan kami, terutama untuk membantu 

memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Dan juga bisa untuk keperluan mendesak 

lainnya.”46 

 
45 Wawancara dengan Faizan, Keuchiek Gampong Neuheun pada tanggal 24 Agustus 2022 

di Kantor Kepala Desa. 
46 Wawancara dengan Buyong, Masyarakat penerima BLT Gampong Neuheun. Pada tanggal 

24 Agustus 2022 di Rumah pribadi. 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas, dengan adanya program Bantuan 

Langsung Tunai (BLT) ini dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan atau 

kebutuhan sehari-hari dan juga untuk kebutuhan mendesak lainnya. 

4.2.2 Faktor pendukung dan Penghambat dalam Pengelolaan Alokasi Dana 

Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat strategi pemerintah 

gampong dalam pengelolaan alokasi dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di 

Gampong Neuheun, maka dapat dilihat dari segala hal yang mendukung dan 

mendorong terjadinya strategi pemerintah gampong dalam pengelolaan alokasi 

dana Bantuan Langsung Tunai (BLT), sementara faktor penghambat dilihat dari 

berbagai kendala yang ditemukan dalam proses pemerintah gampong dalam strategi 

pengelolaan alokasi dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk penjelasan lebih 

lanjut. 

a. Faktor pendukung 

Faktor pendukung yakni semua faktor yang sifatnya turut mendorong, 

menyokong, melancarkan, menunjang, membantu, mempercepat dan sebagainya 

yang menyangkut dalam segala sesuatu dan untuk memperoleh gambaran tentang 

hal-hal yang mendukung atau mendorong terjadinya strategi pemerintah gampong 

dalam pengelolaan alokasi dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Gampong 

Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, maka kami melakukan 

wawancara informan dengan Keuchiek Gampong Neuheun, Faizan: “Melakukan 

pendekatan persuasif atau komunikasi terhadap setiap kepala dusun gampong 

neuheun, kemudian mengajak kerjasama terkait program BLT ini sendiri, hingga 
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sampai ke tahap penyaluran BLT.”47 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Pemerintah Gampong menjalin 

komunikasi yang baik dengan Kepala Dusun, sehingga setiap hasil dari keputusan 

Pemerintah Gampong langsung melibatkan Kepala Dusun dan bekerjasama sampai 

ke tahap yang diharapkan. 

b. Faktor penghambat 

Di dalam proses perubahan tidak selamanya hanya terdapat faktor pendukung 

saja, akan tetapi juga ada faktor penghambat. Pada penelitian ini adalah semua jenis 

faktor yang sifatnya menghambat dan menahan atau tertahan terjadinya segala 

sesuatu dapat dilihat dari kendala yang ditemukan dalam proses Strategi Pemerintah 

Gampong dalam Pengelolaan Alokasi Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di 

Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Untuk 

mengetahui faktor penghambat tersebut maka dilakukan wawancara dengan 

informan Keuchiek Gampong Neuheun, Faizan: 

“Bahwa dari segi jumlah banyaknya penduduk di Gampong Neuheun menjadi 

faktor utama sulitnya kami selaku pihak Pemerintah Gampong dalam 

pengelolaan alokasi atau penyaluran dana BLT ini sendiri, dan mengingat 

juga dana BLT ini sangat terbatas, karena dana BLT ini di ambil atau 

disisipkan dari Dana Desa sebesar 40%. Faktor itulah yang menjadi 

penghambat/sulit bagi pihak Pemerintah Gampong dikarenakan juga daftar 

masyarakat miskin di Gampong Neuheun melebihi dari kapasitas. Tentunya 

membuat kami selaku pihak Pemerintah Gampong juga sangat kesulitan 

dalam memilah siapa yang berhak menerima BLT tersebut.”48 

 

 
47 Wawancara dengan Faizan, Keuchiek Gampong Neuheun pada tanggal 24 Agustus 2022 

di Kantor Kepala Desa. 
48 Wawancara dengan Faizan, Keuchiek Gampong Neuheun pada tanggal 24 Agustus 2022 

di Kantor Kepala Desa. 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa yang 

menjadi faktor penghambat bagi pihak Pemerintah Gampong karena terbatasnya 

dana BLT, dan dana BLT tersebut hanya 40% yang disisipkan dari Dana Desa, dan 

juga jumlah masyarakat miskin yang berada di Gampong Neuheun melebihi 

kapasitas sehingga hal tersebut menjadi sulit bagi pihak Pemerintah Gampong 

dalam memilih siapa yang berhak untuk mendapatkan dana BLT tersebut. 

4.2.3 Kritik 

Desa Neuheun memiliki 5 Dusun dan 7 Komplek dengan jumlah penduduk 

setiap dusun nya berbeda-beda, kemudian jumlah penerima manfaat BLT di Desa 

ini sebanyak 141 KK. Mengingat banyak nya jumlah penduduk di Desa tersebut  

dan juga jumlah penduduk miskin nya. Maka peneliti memberikan solusi mengenai 

hal ini dimana pihak Desa harus lebih memperhatikan Dusun yang penduduk 

miskin nya itu lebih banyak sehingga pemerintah Desa Neuheun lebih 

memprioritaskan masyarakat tersebut, hal ini juga agar tidak terjadinya simpang 

siur di kalangan masyarakat sendiri. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Gampong Neuheun, 

Kecamatan Mesid Raya, Kabupaten Aceh Besar, dengan menggunakan Teknik 

Pengumpulan Data Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Strategi Pemerintah Gampong dalam Pengelolaan Alokasi Dana Bantuan 

Langsung Tunai (BLT) di Gampong Neuheun, Kecamatan Mesid Raya, 

Kabupaten Aceh Besar sudah mencapai hasil yang baik dengan melibatkan 

Kepala Dusun dan Masyarakat. Hal ini dilandasi 3 (tiga) indicator, yaitu 

formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Tiga indicator 

tersebut berjalan dengan baik, namun belum dikatakan maksimal untuk 

pengelolaan alokasi dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Gampong 

Neuheun. 

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam penelitian ini yaitu faktor 

pendukungnya adalah terlibatnya Pemerintah Gampong Neuheun dalam 

pengelolaan alokasi dana BLT terhadap masyarakat dan sebagian masyarakat 

dapat merespon dengan baik. Adapun faktor penghambat yakni dengan dana 

BLT yang terbatas dan banyaknya jumlah penduduk di Gampong Neuheun 

membuat pihak Pemerintah Gampong sangat kesulitan dalam memilih siapa 

saja yang berhak mendapatkan dana BLT. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan pengalaman di lapangan dan informasi yang diperoleh, kiranya 

peneliti dapat memberikan saran dan masukan sebagai berikut: 

1. Pemerintah Gampong Neuheun harus lebih memperhatikan lagi kebijakan 

yang dibuat, dikarenakan adanya penerima BLT yang tidak tepat sasaran, 

dikarenakan terlalu memberi ruang kepada pihak Kepala Dusun dalam 

menentukan siapa yang berhak mendapatkan BLT. 

2. Pemerintah Desa menyamaratakan dalam memberikan kouta penerima BLT 

setiap Dusunnya, dikarenakan setiap Dusun memiliki KK yang dikatakan 

layak menerima BLT ini sendiri. Maka harus diberikan kouta tambahan bsgi 

masyarakat Dusun tersebut. 

3. Pemerintah Gampong Neuheun harus memberikan perhatian lebih terhadap 

masyarakat miskin lainnya yang tidak mendapatkan BLT, dikarenakan 

mengingat tidak semua warga miskin mendapatkan dana BLT tersebut. 
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Foto wawancara dengan Buyong, Masyarakat penerima BLT Gampong 

Neuheun 

 

 
Foto wawancara dengan Wak Upik, Masyarakat penerima BLT Gampong 
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Neuheun 

 

 
Kondisi Rumah Masyarakat penerima BLT 
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Kondisi Rumah Masyarakat penerima BLT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

  

Data Penduduk Masyarakat Gampong se Kab. Aceh Besar 
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Surat Keputusan Keuchik Neuheun Tentang Penetapan Keluarga Penerima 

Manfaat Bantuan Langsung Tunai  

 


